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Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran
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Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana

Surat Nomor 02/Pid.PK/2015/PN.SImn perihal Penolakan Atas Peninjauan
Kembali Kedua Mary Jane Fiesta Veloso

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
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